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Rahmawati Kusum R (B11112016), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Penghinan Nama Baik (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.B/2011/ 
PN.Ekg.) dibawah Bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai 
Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis  sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penghinaan nama 
baik dalam putusan Nomor 15/Pid/B/2011/PN.Ekg. dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak 
pidana penghinaan nama baik dalam putusan Nomor 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Enrekang dengan lokasi Pengadilan 
Negeri Enrekang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat 
deskriptif, tehnik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan 
data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk 
memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil 
terhadap pelaku tindak pidana penghinaan nam baik dalam putusan 
Nomor 15/Pid/B/2011/PN.Ekg. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana penghinaan 
nama baik dalam putusan Nomor 15/Pid/B/2011/PN.Ekg. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum pidana 
materiil terhadap kasus penghinaan nama baik ini yakni pasal 310 (1) 
KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para 
sanksi, dan keterangan terdakwa. Namun salah satu unsur dari Pasal 310 
(1) KUHP ini tidak terpenuhi yaitu unsur dengan sengaja menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, 
maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dibebaskan dari 
tuntutannya. Dalam memutus perkaraHakim Pengadilan Negeri Enrekang 
sudah tepat dantelah sesuai dengan teori pemidanaan dan telah 
memenuhi prosedur persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-
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1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap tingkah laku dan 
perbuatan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, 
tidak semua tingkah laku itu diataur karena setiap warga negara pun 
mempunyai hak, namun hak tersebut harus digunakan secara bijaksana.. 
Seperti halnya hak atas kebebasan berpendapat atau mengutarakan 
pemikirannnya. Namun terkadang hak tersebut disalahgunakan oleh 
orang-orang yang mempunyai kekuasaan. 
Kasus-kasus yang ada di Indonesia kini semakin menarik perhatian 
saja. Misalnya saja kasus penghinaan nama baik, kasus ini banyak terjadi 
baik melalui media maupun terang-terangan di depan umum. Penghinaan 
nama baik itu bersifat subjektif, yaitu penilain terhadap penghinaan nama 
baik tergantung terhadap pihak yang diserang nama baiknya.  
Penghinaan nama baik telah diataur dalam perundang-undangan kita 
yaitu di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam BAB XVI 
Pasal 310 sampai 321. Bukan hanya dalam KUHP yang mengatur 
mengenai penghinaan nama baik, juga dalam Undang-undang No 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 
Belakangan ini persoalan eksistensi delik penghinaan nama baik 
kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Yaitu 
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munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa 
kasus penghinaan nama baik yang terjadi.  
Banyak kasus yang terjadi, salah satunya adalah Kasus Bunga Wali 
binti Mawakka alias Mama Widi warga Dusun Papi, Desa Buttu Bau, 
Kecematan Enrekang, Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 Desember 
2010 telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
menuduh sesuatu hal secara terang-terangan sehingga diketahui 
khalayak umum. Bermula saat Bunga Wali binti Mawakka alias Mama Widi 
berada di rumah Kepala Dusun untuk menyelesaikan permasalahan tanah 
dengan Yemba bin Baddu. Namun pada saat itu Mama Widi menuduh 
Ambo Muslimin bahwa karena dia Ibunya meninggal dengan mengatakan 
“Manassa Koa Iko Ton Doti’i Kakakka Sola Indoku Na Magoro Sampe 
Mate”(jelas kamu yang guna-gunai kakak saya dan Ibu saya sampe mati). 
Mama Widi juga menambahkan dengan mengatakan “Manassa Koa Iko 
Doti’i Sa Nakoa To Sando” (jelas kamu yang guna-gunai karena dukun itu 
yang mengatakan kepada saya). Karena perkataan tersebut Ambo 
Muslimin menundukkan kepalanya dan meninggalkan rapat tersebut 
karena merasa sangat malu, dan setelah kejadian tersebut seluruh Desa 
membicarakannya. Karena hal tersebut Ambo Muslimin melaporkan 
Mama Widi ke Polisi.  
Atas laporan Ambo Muslimin tersebut, Mama Widi oleh penyidik 
bahwa pasal yang disangkakan terhadap Mama Widi yaitu Pasal 310 ayat 
(1) KUHP. Namun ketika dalam Persidangan di Pengadilan Negeri 
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Makassar divonis bebas dari dakwaan dengan Putusan Nomor: 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg. dengan pasal 310 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim 
menilai, unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduh sesuatu hal tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.1 
Kasus tersebut di atas, penyusun berpendapat bahwa tidak semua 
tuduhan dapat dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan nama baik. 
Terlebih lagi tuduhan tersebut dilakukan hanya sekedar mengutarakan 
pemikirannya. Sedangkan di Negara kita ini telah diatur Hak atas 
kebebasan berekspresi dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 1945 (sekarang disingkat UUDNKRI 1945) 
Amandemen ke II Pasal 20E Ayat (2) dan (3)  dan Undang-undang No 39 
Tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 Ayat (2). Oleh karena itu, penyusun 
tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya penghinaan nama baik itu 
sendiri. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui 
penyususnan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 






                                                          
1Putusan Nomor: 15/Pid/B/2011/PN.Eng 
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2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan 
nama baik ? 
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana 
penghinaan nama baik dalam Putusan Nomor : 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg 
 
3. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan 
Tujuan penulisan yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Tindak Pidana 
Penghinaan Nama Baik  
2. Untuk mengetahui pertimbanganMajelis Hakim terhadap Tindak 
Pidana Penghinaan Nama Baik dalam Putusan Nomor : 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg 
Kegunaan penulisan yaitu : 
1. Memberi pemahaman secara umum tentang tindak pidana 
Penghinaan Nama Baik  bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 
semua mahasiswan Fakultas Hukum . 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 
3. Sebagai tambahan litelatur bagi yang berminat untuk meneliti lebih 




A. Hukum Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Dalam menafsirkan hukum pidana terkadang seseorang memberi 
batasan-batasan tersendiri. Seperti hanya melihat dari satu sisi saja 
sehingga terkadang penafsiran hukum pidana tersebut tidak masuk 
akal. Karena hukum pidana ini sangat luas dan mencakup banyak 
aspek dan segi, yang tidak mungkin untuk kita memuatnya dalam 
suatu batasan dan dalam satu kalimat tertentu. 
Hukum pidana itu sendiri mempunyai dua tujuan yang kongkrit 
yaitu untuk menakuti-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan 
perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah 
pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat 
diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Tujuan hukum 
pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap 
gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga 
pengobatan bagi yang terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana 
adalah ketentuan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah 
laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.2 
Ada juga yang mengartikan Hukum Pidana adalah peraturan 
hukum mengenai pidana. Kata “Pidana” berarti hal yang 
                                                          
2 Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Makassar, ASPublishing, 
2011, hlm 85 
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“dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada 
seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga 
hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk 
melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan 
dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang 
bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai 
suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.3 
Akan tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat 
menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di 
samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti kerugian berupa 
pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan 
pelelangan. Sebenarnya, arti kata suatu istilah tidak begitu penting. 
Yang lebih penting adalah pengertian suatu istilah. Dan, pengertian ini 
sering ditetapkan untuk membedakan dari istilah lain, dengan tidak 
begitu mengutamakan kata.4 
Pengertian Hukum Pidana juga banyak dikemukakan oleh para 
pakar hukum pidana seperti:5 
1. Seodarto yang mengartikan bahwa “Hukum pidana memuat 
aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-
                                                          
3Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung, 
Refika Aditama, 2003,  
hlm 1 
4Ibid 
5Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan 
Pukap Indonesia, 2012, hlm 2 
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perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang 
berupa pidana”. 
2. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa “Hukum pidana 
adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum 
positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-
keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain 
yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan 
atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini 
dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, 
menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana”. 
3. Prof. Moeljatno, S.H. mengartikan bahwa “Hukum pidana 
adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 
Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
b. Menetukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhui pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 
8 
c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Dari apa yang telah diuraikan di atas penyusun menyimpulkan 
bahwa Hukum Pidana adalah segala aturan-aturan atau norma-norma 
yang berlaku yang mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan 
dan yang tidak boleh dilakukan yang memiliki sanksi tertentu bagi yang 
melanggarnya. 
2. Pembagian Hukum Pidana 
Hukum pidana dapat dibagi atau di bedakan atas berbagai dasar 
atau cara seperti berikut ini: 
1. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan dalam Keadaan 
Bergerak 
Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana 
materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.6 
a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggaran pidana untuk dihukum, menujukkan orang 
yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas 
pelanggaran pidana 
                                                          
6Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 32 
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b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang 
tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana 
hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh 
kepastian hukum serta mengatur cara melaksanakan 
keputusan hakim. 
2. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif 
Hukum pidana objektif atau disebut dengan ius poenal adalah 
hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu 
larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Sedangkan, hukum pidana subjektif 
atau disebut ius poeniendi sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, 
merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan 
negara:7 
a. Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai 
ketertiban umum; 
b. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana 
yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si 
pelanggar larangan tersebut; serta 
c. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh 
Negara pada si pelanggar hukum pidana tadi. 
                                                          
7Ibid,  hlm 32 
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3. Atas Dasar pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana 
Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana 
dapat dibedakan sebagai berikut:8 
a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan 
berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak 
membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. 
Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum 
pidana umum. 
b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk 
oleh negara yanng hanya dikhususkan berlaku bagi subjek 
hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat 
dalam XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang 
hanya diperuntukan dan berlaku bagi orang-orang warga 
penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri 
saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) 
yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja. 
4. Atas Dasar Sumbernya 
Atas dasar sumbernya hukum pidana dapat dibedakan menjadi 
hukum pidana umum dan hukum  pidana khusus namun 
pengertiannya di sini berbeda dari yang diterangkan diatas. 
                                                          
8Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 18 
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Hukum pidana umum di sini adalah semua ketentuan hukum 
pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP 
dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana 
kodifikasi. Sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum pidana 
yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar 
kodifikasi.9 
5. Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum 
  Dilihat dari berlakunya hukum pidana dapat dibedakan antara:10 
a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk 
oleh Pemerintahan Negara Pusat yang berlaku bagi subjek 
hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum 
pidana di seluruh wilayah hukum negara. 
b. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di 
dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. 
6. Atas Dasar Bentuk/Wadah 
Atas dasar bentuk atau wadahnya hukum pidana dapat dibedakan 
menjadi:11 
a. Hukum pidana tertulis terdiri dari hukum pidana kodifikasi 
(bersumber pada kodifikasi, misalnya KUHP dan KUHAP), 
                                                          
9Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidan 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 12 
10Erdianto Effendi, Op Cit,  2011 hlm 18 
11Adimi Chazawi, Op Cit,  2011, hlm 14 
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dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di 
berbagai peraturan perundang-undangan. 
b. Hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun 
demikian, ada satu dasar hukum yang dapat memberi 
kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat 
(tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan 
pasal 5 (3b) UU No. 1/Drt/1951. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaatfeit, 
yang terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai 
pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit 
yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan.12 
Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan 
dari bahasa belanda “strafbaarfeit” yang merupakan istilah resmi 
dalam “Wetboek van Strafrecht” yang telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.  
Adapun pengertian strafbaatfeit menurut para ahli adalah sebagai 
berikut: 
                                                          
12Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 67 
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1. Menurut Pompe sebagaimana yang dikutip dari buku karya 
Lamintang, adalah “Suatu tindakan yang menurut sesuatu 
rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan 
yang dapat dihukum”.13 
2. Vos juga merumuskan bahwa “Strafbaatfeit adalah suatu 
kelakuan yang diancam pidana oleh pembuat perundang-
undangan”.14 
3. Moeljatno juga oleh mengartikan “Strafbaatfeit itu 
sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan”.15 
4. Jonkers merumuskan bahwa “Strafbaatfeit sebagai peristiwa 
pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang 
melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan 
dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.16 
5. Simons merumuskan bahwa “Suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum”.17 
6. Moeljatno mengunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak 
pidana yang didefinisikannya sebagai berikut “Perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut”.18 
7. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat 
ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:  
                                                          
13Adam Chazawi, Op.Cit, hlm 72 
14Ibid. 
15Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan 
Pukap Indonesia, 2012 hlm 19 
16Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 20 
17Ibid, hlm 20 
18Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 71 
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a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;  
b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-
delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, 
badan, orang mati;  
c) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan delik;  
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik 
yang diwujudkan oleh koorporasi orang tidak kenal 
menurut hukum pidana ekonomi indonesia;  
e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” 
(bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana 
melainkan pembuatnya).19 
8. Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons 
merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:  
a. Diancam dengan pidana oleh hukum;  
b. Bertentangan dengan hukum;  
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;  
d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas 
perbuatannya.20 
Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) 
memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:  
a. Suatu perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh pembuat undang-undang. 
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.21 
                                                          
19 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-
232   
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 
2010, hlm 96. 
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Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku 
III dan Buku II KUHP. Kejahatan sanksinya lebih ringan daripada 
pelanggaran. 
Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang 
pokokdalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan 
perbuatanpidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas 
perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu 
mengenai dilarang dandiancamnya suatu perbuatanmengenai 
perbuatannya sendiriberdasarkanasas legalitas (Principle of 
Legality)yang menentukan bahwa tidak adaperbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukanterlebih dahulu dalam 
perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla PoenaSine Praevia 
Lege Poenali). 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana 
yaitu: 
a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik  
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap 
suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan 
                                                                                                                                  
21 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 10 
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disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan 
positif.Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut 
omission, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan 
negatif.  
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki 
unsur-unsur yangada dalam pasal yang didakwakan, termasuk 
unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya. 
 
b. Sifat Melawan Hukum  
Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” 
tidak selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, 
tetapi yang masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan 
hukum. Harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu 
dipakai untuk mengetahui artinya.  
Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 
yaitu22: 
1) Sifat Melawan Hukum Umum  
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan 
pidana.Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang 
termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dapat dicela.  
2) Sifat Melawan hukum Khusus  
                                                          
22I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama,  Jakarta, PT. Fikahati 
Aneska,  2010, hlm. 57.   
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Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik.Jadi sifat melawan hukum 
merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan 
hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik 
dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan 
“sifat melawan hukum facet”. 
3) Sifat Melawan Hukum Formal  
Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 
telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
4) Sifat Melawan Hukum Materiil  
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi 
oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan 
sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata 
atau hukum administrasi negara.23 
c. Tidak Ada Alasan Pembenar  
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya 
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi 
rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, 
                                                          
23Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 52.   
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dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat 
dipidananya perbuatan.24 
Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana 
tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan 
dan pelakunya tidak dapat dipidana. Hal-hal yang dapat menjadi 
alasan pembenar, antara lain: 
1. Daya Paksa Absolut  
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan 
bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa 
oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh 
dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya 
paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat 
berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak 
dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.25 
Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan 
menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya 
paksa relatif (vis compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya 
tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan 
oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan manusia.Akan 
tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya 
paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.26 
                                                          
24I Made Widnyana, ,Op. Cit, hlm. 138.   
25 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, , Bogor,Politeia, hlm. 63.  
26Ibid., hlm. 30. 
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Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang 
bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana 
paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri 
seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain 
yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.27 
 
2. Pembelaan Terpaksa  
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam 
Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang 
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan 
hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak 
boleh dihukum.” 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut 
ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk 
membela diri dapat dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk 
pembelaan terpaksa diisyaratkan:28 
a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda. 
b. Serangan itu bersifat melawan hukum. 
c. Pembelaan merupakan keharusan. 
                                                          
27Ibid., hlm. 30.   
28 I Made Widnyana, , Op.Cit,hlm. 144. 
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d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut 
dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana)  
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan 
(proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas 
(subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan kepentingan 
hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.29 
3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan 
undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai 
berikut: 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi 
peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang 
berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi 
ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-
undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan 
                                                          
29 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kausalitas,Jakarta, Rajawali Pers,  2002, hlm. 46.   
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kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-
undang.30 
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah  
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.” 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang 
yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge 
Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh 
pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat 
hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 
1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).31 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu 
berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang 
didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu, antara 
orang yang diperintah dengan yang member perintah harus ada 





                                                          
30Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 69.   
31Op.Cit, hlm 71 
32 I Made Widnyana,  Op. Cit. hlm. 149. 
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C. Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik 
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik 
Sebelum penulis memaparkan apa itu Tindak Pidana Penghinaan 
Nama Baik, terlebih dahulu penulis memaparkan tentang pencemaran 
dan perbedaannya dengan penghinaan. 
Istilah pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) berasal dari kata “cemar” yang artinya kotor/ternoda, buruk, 
tercela. Jadi pencemaran menurut KBBI adalah proses atau cara atau 
perbuatan mencamari atau mencemarkan (pengotoran). Sedangkan 
penghinaan berasal dari kata “hina atau hinaan” yang artinya 
merendahkan kedudukan atau martabat, cercaan, dan nistaan. Jadi 
menurut KBBI penghinaan adalah proses, cara atau perbuatan 
menghina atau menista yang dlontarkan untuk seseorang.33 
Berdasarkan uraian diatas, istilah pencemaran lebih tepat 
digunakan untuk mengartikan lingkungan yang kurang bersih (kotor). 
Sehingga istilah ini tidak tepat digunakan dalam istilah hukum. Jadi 
kata penghinaan yang lebih tepat digunakan. 
Ukuran suatu perbuatan dikategorikan sebagai penghinaan masih 
belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam 
penghinaan, setiap orang berkewajiban menghormati orang lain. 
Dalam hal ini, kehormatan orang lain atau nama baiknya di depan 
semua orang walaupun orang tersebut pernah melakukan kejahatan. 
                                                          
33http://kbbi.we.id/cemar/hina&ei (diakses pada hari Rabu 14 september 2016 pukul 20:00 
wita) 
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Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal 
penghinaan tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya 
masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang 
dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk 
diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. 
Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilain 
secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan 
perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang 
ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan 
tersebut dilakukan.34 
Sedangkan, nama baik adalah penilain baik menurut anggapan 
umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut 
moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, 
yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya 
ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu 
masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan 
konteks perbuatannya.35 
Penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik 
dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga 
orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai 
pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu 
dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat 
                                                          
34Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, 
2004, hlm 17 
35Mudzakir, Op.Cit, hlm 18 
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kehormatan dan nama baiknya terhina. Oleh sebab itu, menyerang 
salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup 
dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan 
penghinaan.36 
2. Pembagian Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik 
Tindak pidana penghinaan membedakannya menjadi panghinaan 
umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus 
(tersebar diluar bab XVI buku II KUHP).37 Objek penghinaan umum 
adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan 
dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya 
penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga 
diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat 
komunal atau kelompok. 
1. Penghinaan Umum  
Ada beberapa macam penghinaan yang masuk ke dalam 
kelompok penghinaan umum, ialah: 
a. Penghinaan/Penistaan lisan  
Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi 
penghinaan atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya 
dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi: 
                                                          
36Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik,Dictum 3, 
2004, hlm 18 
 
37Adami Chazawi, Kejahatan penghinaan,Jakarta , Rajawali Pers, 2011.   
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Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu 
perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 
umum, diancam karena pencemaran dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak Rp 4.500,-. 
Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:  
 Unsur objektif 
1) Barang siapa 
2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain  
3) Dengan menuduh sesuatu hal 
 Unsur subjektif 
1) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.  
2) Dengan sengaja. 
 
b. Penghinaan/Penistaan tertulis  
Pasal 310 ayat (2) tentang penghinaan/penistaan tertulis 
berbunyi: 
Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang 
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, 
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana 
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah 
Menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur 
yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan 
dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur 
lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai 
berikut:  
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a. Barangsiapa  
b. Dengan sengaja  
c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang  
d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan  
e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan  
 
c. Fitnah  
Kejahatan Fitnah telah dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) 
KUHP mengenai memfitnah menyebutkan: 
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau 
pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk 
membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak 
membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan 
dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena 
melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.. 
Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista 
dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, 
diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, 
membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila 
kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya 
dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan in concreto tidak 
ada. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP 
tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat 
ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu :  
a) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :  
 Penghinaan Pasal 310 ayat (1).  
 Penghinaan tertulis Pasal 310 ayat (2)  
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b) Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang 
dituduhkannya itu benar.  
c) Tetapi sipelaku tidak dapat membuktikan kebenaran 
tuduhannya.  
d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan 
dengan yang diketahuinya.  
 
d. Penghinaan Ringan  
Bentuk penghinaan ringan ada dalam pasal 315 KUHP pidana 
yang berbunyi: 
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak 
bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang 
dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan 
lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan 
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan 
atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu :  
1) Unsur objektif, terdiri atas :  
a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran 
(dengan lisan) atau pencemaran tertulis.  
b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum 
dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu 
sendiri dengan lisan atau perbuatan.  
c) Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.  







e. Pengaduan dengan Fitnah 
Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan 
fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHPidana Pasal 317 yang 
selengkapnya adalah sebagai berikut: 
Barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau 
pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis 
maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga 
kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun. 
Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah: 
1. Unsur objektif.  
a) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu 
kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk 
dituliskan.  
b) Tentang seseorang kepada penguasa  
c) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang  
2. Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja. 
Penguasa yang dimakasudkan pada poin a diatas adalah 
penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang 
mempunyai wewenang hukum publik.  
f. Tuduhan Palsu 
Kejahatan menimbulkan tuduhan palsu terdapat dalam Pasal 
318 KUHPidana yang berbunyi: 
Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja 
menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap 
seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan 
pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
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Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah :  
1. Unsur objektif  
“Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu 
persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan 
sesuatu perbuatan pidana”.  
2. Unsur subjektif  
“Dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah :  
Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud 
menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan 
perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana 
ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang 
tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang 
telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai 
sebagai pelaku tindak pidana itu. 
2) Penghinaan Khusus 
Tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang 
terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang 
masuk ke dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau 
kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar 
pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena 
berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di luar Bab XVI 
inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. 
Sebagai bentuk penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan 
ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. 
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Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara 
bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini 
dapat dilihat pada objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau 
“perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau 
nama baik orang”. 
Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat 
dilakukan pada objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan 
khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang 
tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), 
atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan 
ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan 
lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP). 
Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di 
bawah ini:  
1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya 
(Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 
Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
2) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 
KUHP). 
3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia 
(Pasal 143 dan 144 KUHP).  
4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan 
lambang negara RI (Pasal 154a KUHP).  
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5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain 
(Pasal 142a).  
6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 
KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma 
kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia 
tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).  
8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 
207, dan 208 KUHP).  
9) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di 
Indonesia (Pasal 156a).  
10) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan 
tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).  
11) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan 
ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).  
 
D. Pertimbangan Hakim 
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diberatkannya pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana 
khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar 
pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak 
pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diaturdiluar 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dasar pemberatan pidana 
khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana 
tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.38 
1. Dasar pemberatan pidana umum  
 Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena 
jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana yang 
rumusannya sebagai berikut : 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya 
ditambah sepertiga. 
 
 Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana 
dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan 
dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHPidana yang 
berbunyi sebagai berikut: 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan 
digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, 
dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga. 
 
 Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. Menurut 
Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana, 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum pidana penjara (menurut Pasal 486, 
                                                          
38Adami Chazawi.Pelajaran Hukum Pidana 2.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal, 73.  
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Pasal 487 dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) 
yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain di luar 
kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam 
ketiga Pasal ini juga diperberat dapat ditambah dengan 
sepertiga dari ancaman maksimun, tetapi banyak yang 
tidak menyebut “ dapat ditambah dengan menambah 
lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua 
minggu kurungan (Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah 
jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan 
(Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat (2)). 
2. Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana 
khusus adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau 
diatas ancaman maksimun pada tindak pidana yang 
bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak 
pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku 
pada tindak pidana tertentu yang dicamtumkannya alasan 
pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat 
dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan 
dalam Pasal 363 dan Pasal 365, pada tindak pidanapenggelapan 
bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375. 
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a. Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap 
tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak belaku 
umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya : tindak 
pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364.  
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat 1 Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-
2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim 
mempertimbangkan : 
1. Kesalahan terdakwa  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana  
3. Cara melakukan tindak pidana  
4. Sikap batin membuat tindak pidana  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana  
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga  
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, 
asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, karena 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya 
Penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota 
Enrekang. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Enrekang di Jl. 
Lasinrang No 2, Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Alasan dipilihnya 
tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena dari lokasi tersebut 
penulis dapat mencari dan mendapatkan data tentang putusan perkara 
N0.15/Pid/B/2011/PN.Ekg serta informasi yang relevan dengan objek 
penelitian yang penulis teliti. 
Penulis juga mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan 
Penulis di beberapa tempat seperti Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder:  
1. Data Primer  
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Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis 
teliti di Pengadilan Negeri Enrekang.  
2. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur 
dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perUndang-
Undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang 
akan dibahas. 
 
C. Tekhnik Pengumpulan Data 
Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 
sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, 
peraturan perUndang-Undangan, karya tulis, makalah serta data yang 
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain 
yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan 
wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hali ini 
adalah hakim yang memutusakan perkara tersebut. 
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D. Analisi Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriktif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan Nama 
Baik 
Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana 
penghinaan nama baik itu masih belum jelas karena masih banyak hal 
yang perlu dikaji. Dalam hal penghinaan nama baik yang harus 
dilindungi adalah kehormatan karena setiap orang berkewajiban 
menghormati orang lain. 
Sehinggah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku 
penghinaan nama baik perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan 
tentang pemidanaan sebagaimana telah diataur dalam Undang-
undang negara kita dalam hal ini hukum pidana. 
Berikut ini penulis akan memaparkan posisi kasus dan dakwaan 
penuntut umum dalam Putusan No. 15/Pid/B/2011/PN.Ekg 
1. Posisi Kasus 
Berawal ketika Terdakwa Bunga Wali Binti Mawakka Alias 
Mama Widi berada di rumah Kepala Dusun Papi Buttu Batu yaitu 
Muntaha sekitar pukul 10.00 Wita untuk menyelesaikan 
permasalahan tanah yang terjadi dengan Korban Yemba Bin 
Baddu, pada saat itu juga Terdakwa menunjuk ke arah Korban 
sambil mengatakan “Manassa Koa Iko Ton Doti’i Kakakku Sola 
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Indoku Na Magoro Sampe Mate” (jelas kamu yang guna-gunai 
kakak saya dan Ibu saya sampai meninggal), kemudian Terdakwa 
mengatakan juga kepada Korban “Manassa Koa Iko Doti’i Sa 
Nakoa To Sando” (jelas kamu yang guna-gunai karena dukun itu 
yang bilang kepada saya). 
Bahwa mendengar hal tersebut korban menunduk sambil 
memegang kepalanya karena merasa malu karena di rumah 
tersebut banyak orang yang menghadiri dan mendengar kata-kata 
dari terdakwa setelah terdakwa selesai mengucapkan kata-kata 
tersebut akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah 
Muntaha. 
Bahwa setelah kejadian tersebut korban sering dibicarakan 
banyak warga kampung dan tersebar berita bahwa korbanlah 
yang mengguna-gunai keluarga terdakwa. Sehingga korban 
menjadi malu dan sudah jarang tinggal di rumahnya. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan tunggal. Penuntut Umum mendakwa terdakwa 
dengan pasal  310 ayat (1) KUHP tentang penghinaan. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap penghinaan 
nama baik terhadap korban Yemba Bin Baddu Alias Papa Muslim 
yang dilakukan oleh Terdakwa Bunga Wali Binti Mawakka Alias 
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Mama Widi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 
tuntutan yaitu Pasal 310 ayat(1) KUHP tentang Penghinaan 
Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini agar memutuskan : 
1) Menyatakan terdakwa Bunga Wali Binti Mawakka Alias Mama 
Widi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 
ayat (1) KUHP. 
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bunga Wali Bin 
Mawakka Alias Mama Widi dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) bulan . 
3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani pembayaran biaya 
perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). 
4. Fakta-Fakta Hukum yang Diperoleh oleh Majelis Hakim di 
Persidangan 
Berikut ini fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh majelis 
hakim di persidangan : 
 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010 sekitar 
pukul 10.00 WITA, telah diadakan pertemuan di rumah Kepala 
Dusun Kampung Papi, yang terletak di Desa Buttu Btu, 
Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang dihadiri oleh 
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Kepala Desa (Saksi Kadir), Kepala Dusun (Saksi Muntaha), 
Saksi Hj. Hudia Alias Mama Surya dan Anaknya, Saksi Ramli, 
Saksi Yemba, Papa Sabir, Terdakwa Bunga Wali; 
 Bahwa pertemuan tersebut membicarakan mengenai 
permasalahn tanah antara Terdakwa Bunga Wali Binti 
Mawakka Alias Mama Widi dengan Saksi Yemba Alias Papa 
Muslim; 
 Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Bunga Wali 
mengungkapkan kata-kata “Yaramo kusenni kua den tanah 
poleramo disando pejappianni indoku, nakua to sando gara-
gara tanah namarogo indomu” (nanti setelah saya dari dukun 
membawa ibu saya untuk berobat baru saya tahu kalau ada 
tanah dan gara-gara itu tanah ibu saya sakit), lalu Terdakwa 
mengatakan “Saya tidak tuduh Ambo, hanya dukun yang 
katakan gara-gara itu tanah sampai Ibuku sakit.” 
 Bahwa setelah Saksi  Hudia Alias Mama Surya mengatakan 
kepada Saksi Yemba Alias Ambo Muslim kalau ia telah 
dituduh Terdakwa mengguna-gunai Ibu dan kakaknya. 
5. Analisis Hukum 
Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut 
umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat 2 KUHP, yaitu 
harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum 
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serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat 
uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana dilakukan. Dalam penyusunan surat dakwaan oleh 
penuntut umum haruslah cermat dan teliti terutama yang berkaitan 
dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
agar tidak terjadi kekeliruan dalam surat dakwaan yang bisa 
mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam 
dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Dakwaan yang didakwakan adalah dakwaan tunggal sehingga 
majelis hakim dapat langsung membuktikan dakwaan tersebut 
dengan melihat unsur-unsur yang sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan 
penuntut umum, di kenakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas 
sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari 
perbuatan itu supaya dapat dihukum adalah sebagai berikut. 
a. Unsur Barang Siapa 
Unsur barang siapa maksudnya adalah setiap orang 
sebagaipendukung hak dan kewajiban atau sebagai 
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subyekhukum yang dapat bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk 
kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan yang saat 
ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan 
terhadap orang (Error in persona) maka identitasnya harus di 
uraikan secara cermat jelas dan lengkap dalam surat 
dakwaan. Yang ada dalam surat dakawan penuntut umum 
yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah Bunga 
Wali Binti Mawakka Alias Mama Widi dengan identitas 
selengkapnya tercantum dalam suarat dakwaan yang diakui 
sebagai jati dirinya oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga 
tidak ada kekeliruan terhadap orang (error in persona)yang 
diajukan ke persidangan. Terdakwa juga menyatakan dirinya 
berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehinggga 
setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka, 
dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. 
b. Unsur dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama 
Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu Hal  
Dengan Sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi 
perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi 
hukum, karena Memorie Vantoelichting tidak cukup 
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memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan 
sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman 
dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana delik-
delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan 
lawan dari kealpaan adalah kesengajaan. 
Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya 
memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan 
yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga 
“dengan sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai 
suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu 
perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai 
tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang 
dikehendaki. 
Dalam unsur ini juga menyebutkan menyerang 
kehormatan atau nama baik seseorang. Menururt Drs. H.A.K 
Moch. Anwar S.H.  yang dimaksud dengan kehormatan 
adalah perasaan pribadi atas harga diri sedangkan yang 
dimaksud denagn nama baik adalah kehormatan yang 
diberikan oeh masyarakat kepada seseorang berhubungan 
dengan kedududukannya di dalam masyarakat.39 
Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang di sebut pula “penistaan”. Perbuatan penistaan ini 
                                                          
39Putusan Nomor 15/Pid/B/2011/PN.Ekg 
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dilakukan dengan menuduh orang lain melakukan suatu 
perbuatan tertentu. Dalam artianya bahwa perbuatan yang 
dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat 
maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat 
perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah 
penghinaan biasa (ringan). 
Fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa 
dengan adanya kata-kata terdakwa tersebut mengatakan 
“manassa koa iko ton doti’i kakaku sola indoku na magoro 
sampe mate” (jelas kamu yang guna-gunai kakak saya dan 
ibu saya sampi mati) yang ditujukan kepada Ambo Muslimin, 
yang menyebabkan Ambo Muslimin merasa malu, apalagi 
dilakukan di depan banyak orang, karena yang dikatakan 
terdakwa tersebut sama sekali tidak benar.  
Berdasarkan apa yang di uraiakan diatas, Majelis Hakim 
mengatakan unsur ini tidak terbukti secara sah. 
Penulis sependapat dengan yang dikatakan oleh Majelis 
Hakim, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
depan  persidangan, ada beberapa pertentangan antara 
keterangan Saksi Yemba dan Saksi Hj. Hudia dengan 
keterangan Saksi Muntaha, Saksi Ramli, Saksi Kadir serta 
Terdakwa yang hadir pada pertemuan tersebut. Pada 
pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan “Yamora kusseni 
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kua den tanah poleramo disando pejjappianni indoku, nakua 
to sando gara-gara tanah namarodo indomu” (nanti setelah 
saya dari dukun membawa Ibu saya untuk berobat baru saya 
tahu kalau ada tanah dan gara-gara itu tanah Ibu saya sakit) 
dan kata-kata tersebut tidak ditujukan kepada siapa pun, 
Terdakwa hanya menyatakan apa yang ada dipikirannya  saat 
itu dan mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh dukun, 
namun karena hal itu Saksi Hj. Hudia merasa tersinggung 
dengan mengatakan “Mutudui Ambo doti’i indomu” (kau tuduh 
Ambo mengguna-gunai Ibumu). Kemudian terdakwa 
mengatakan “saya tidak menuduh Ambomu mengguna-gunai 
Ibu saya, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh 
dukun”. Akan tetapi Hj.Hudia menyimpulkan bahwa Terdakwa 
telah menuduh Ambo Muslimin telah mengguna-gunai Ibunya.  
Dari apa yang diuraikan diatas, penulis berpendapat 
bahwa Terdakwa hanya menyatakan pemikirannya dan tidak 
ada maksud untuk menuduh Ambo Muslimin mengguna-gunai 
Ibunya.Maka dari itu penulis sependapat dengan Majelis 
Hakim bahwa unsur dengan sengaja menyerang kehormatan 
atau nama baik seseorang tidak terpenuhi. 
c. Unsur yang Maksudnya Terang Supaya Hal itu Diketahui Oleh 
Umum 
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Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui 
umum, unsur ini dalam penerapannya memerlukan 
kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata 
untuk menyiarkan”.  
Menyerang kerhormatan dan nama baik dalam konstruksi 
KUHP hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik 
itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena 
dengan adanya 1 orang saja selain dari pada 2 orang lain 
yang bersangkutan maka unsur dimuka umum sebagaimana 
dimaksud oleh KUHP sudahlah  terpenuhi.Namun menurut 
R.Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah 
harus dilakukan di depan umum,sudah cukup bila dapat 
dibuktikan,bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan 
tuduhan itu. Jika penghinaan itu berupa suatu pengaduan 
yang bersifat penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang 
berisi fitnahan yang ditujukan kepada pembesar yang 
berwajib.40 
Fakta yang terungkap di depan persidangan yang 
diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa 
mengeluarkan kata-kata tersebut ditempat tersebut banyak 
orang yang, sehingga siapapun yang ada pada saatitu 
                                                          
40 R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm 226.   
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mendengarnya, yang diakui pulah oleh terdakwa bahwa benar 
banyak orang yang mendengar. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Selanjutnya, untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap 
seseorang tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya setiap 
unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Melainkan ada hal-hal lain yang harus terpenuhi, yakni unsur 
pertanggungjawaban pidana terkait dengan cakap (mampu) 
tidaknya terdakwa yang menghapus pertanggungjawaban 
pidana si pembuat sekaligus tidak adanya alasan pembenar 
yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan si 
pembuat. 
Terdakwa Bunga Wli Binti Mawakka Alias Mama Widi di 
dalam proses persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-
tanda keadaan dan kemampuan jiwa yang abnormal. Majelis 
Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga meninjau apakah 
perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya, berkaitan dengan ada tidaknya alasan 
pengahapusan pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim 
tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa 
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sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak 
Pidana Penghinaan Nama Baik dalam Putusan Nomor 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg 
1. Pertimbangan Majelis Hakim 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada 
perkara tindak pidana penghinaan nama baik dalam putusan No. 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg., di dasarkan atas beberapa pertimbangan. 
Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan 
berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi 
surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti 
tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis 
hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis 
hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam 
perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, 
yaitu: 
a. Keterangan saksi 
1. Saksi Korban Yemba Bin Baddu Alias Papa Muslimin 
menerangkan bahwa benar Terdakwa Bunga Wali Binti 
Mawakka Alias Mama Widi telah menuduhnya mengguna-
gunai Ibunya di depan umum dengan mengatakan 
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“Manassa koa iko doti’i kakakku sola indoku namarogo 
namate” (jelas kau yang telah mengguna-gunai kakak 
saya dan Ibu saya sampai meninggal) dan itu di dengar 
oleh orang yang hadir pada pertemuan tersebut. 
2. Saksi Hj. Hudia Binti Baddu Lamaca Alias Mama Surya 
menerangkan bahwa benar Terdakwa mengatakan 
“Manassa koa iko doti’i kakakku sola indoku namate 
nakua to sando” (jelas kamu yang guna-gunai kakak saya 
dan Ibu saya sampai meninggal menurut dukun). Bahwa 
benar kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Korban 
Yemba Bin Baddu Alias Papa Muslimin. 
3. Saksi Kadir Bin Saria Alias Papa Indri menerangkan 
bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang diucapkan 
oleh Terdakwa saat itu karena saat itu hanya 
membicarakan masalah sengketa tanah yang rencananya 
akan diselesaikan secara kekeluargaa. Saksi hanya 
mendengar kata doti dari Terdakwa dan saksi tidak 
mengetahui kata-kata tersebut ditujukan Terdakwa 
kepada siapa. 
4. Saksi Ramli Bin Palaloi Alias Papa Ratna menerangkan 
bahwa benar saksi mendengar Terdakwa mengatakan 
“gara-gara itu tanah sampai Ibu saya sakit menurut dukun”  
kemudian Hj. Hudia langsung menanggapi dengan 
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mengatakan “kau tuduh ambo yang mengguna-gunai 
Ibumu” setelah itu Terdakwa mengatakan “saya tidak 
munuduh Ambo mengguna-gunai Ibu saya, tapi waktu 
saya ke dukun, dukun bilang gara-gara itu tanah sampai 
Ibumu sakit” dan saksi tidak mengetahui kata-kata 
tersebut ditujukan untuk siapa.  
5. Saksi Muntaha Bin Mi’ing Alias Papa Muhtar 
menerangkan bahwa benar Terdakwa mengatakan 
“menurut dukun gara-gara itu tanah sampai Ibu saya 
sakit”, lalu Hj.Hudia Alias Mama Surya menanggapinya 
dengan mengatakan Terdakwa telah menuduh Yemba 
Alias Papa Muslimin telah mengguna-gunai Ibunya. Dan 
sebenarnya kata-kata Terdakwa tersebut tidak ditujukan 
kepada Yemba Alias Papa Muslimin, tetapi saat itu Hj. 
Hudia Alias Mama Surya yang menyimpulkan Terdakwa 
telah menuduh Yemba telah mengguna-gunai Ibunya. 
b. Keterangan Terdakwa  
Terdakwa Bunga Wali Binti Mawakka Alias Mama 
Widi menerangkan bahwa benar ia mengatakan “nanti 
setelah saya dari dukun membawa Ibu saya untuk berobat 
baru saya tahu kalau ada tanah dan gara-gara itu tanah 
Ibu saya sakit”. Dan Terdakwa tidak pernah menuduh 
Yemba Bin Baddu Alias Papa Muslimin mengguna-gunai 
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Ibunya. Terdakwa hanya mengulangi apa yang dikatakan 
oleh Dukun. 
Menimbang bahwa Terdakwa oleh penuntut umum 
dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) tentang 
penghinaan 
Menimbang, bahwa terlebih dahulu pertimbangan 
dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 
baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal; 
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh 
umum. 
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut 
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 
1. Unsur Barang Siapa 
 Bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap 
orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau 
sebagai subyek hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
 Bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang 
diajukan oleh Majelis Hakim yang diajukan oleh 
Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama 
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Bunga Wali Binti Mawaka Alias Mama Widi. 
Identitas Terdakwa tersebit sama benar dengan 
sebagaimana yang tercantum dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu 
Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang 
yang didakwa dalam dakwaan tersebut. 
 Bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada 
kesalahan terhadap orang yang dituntut 
melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa 
merupakan subyek hukum yang dapat 
bertanggung jawab secara hukum. Dengan 
demikian unsur barang siapa telah dipenuhi 
menurut hukum. 
2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau 
Nama Baik Seseorang dengan Menuduhkan Sesuatu 
Hal 
 Bahwa unsur ini mengandung arti adanya 
keinginan atau merupakan sikap batin dari 
Terdakwa yang menghendaki akibat terhinanya 
kehormatan atau nama baik. 
 Bahwa menurut Drs. H.A.K Moch Anwar S.H. 
yang dimaksud dengan kehormatan adalah 
perasaa pribadi atas harga diri. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan nama baik adalah kehormatan 
yang diberikan oleh masyarakat kepada 
seseorang berhubungan dengan kedudukannya di 
dalam masyarakat.41 
 Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang 
saling bersesuain dihubungkan dengan Terdakwa 
diperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan 
bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah 
Kepala Dusun Kampung Papi, pada hari Rabu 
tanggal 1 Desember 2010, membahas mengenai 
permasalahan atau sengketa tanah antara 
Terdakwa Bunga Wali dengan Saksi Korban 
Yemba, di mana pada saat pertemuan tersebut 
Terdakwa mengatakan “nanti setelah saya dari 
dukun membawa Ibu saya untuk berobat baru 
saya tahu kalau ada tanah dan gara-gara itu tanah 
Ibu saya sakit”. Mendengar hal itu Saksi Hj. Hudia 
menanggapinya dan menyatakan “Kau tuduh 
Ambo mengguna-gunai Ibumu”, lalu Terdakwa 
menyatakan “Saya tidak menuduh Ambo, hanya 
dukun mengatakan gara-gara itu tanah Ibumu 
sakit”. 
                                                          
41Putusan nomor 15/Pid/B/2011/PN.Ekg 
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 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas 
menunjukkan kata-kata terdakwa yang 
menyatakan “nanti setelah saya dari dukun 
membawa Ibu saya untuk berobat baru saya tahu 
kalau ada tanah dan gara-gara itu tanah Ibu saya 
sakit”, menyebabkan Saksi Hj. Hudia dan Saksi 
Korban Yemba merasa tersinggung dan 
menganggap perkataan Terdakwa tersebut telah 
menuduh Saksi Korban Yemba telah mendoti atau 
mengguna-gunai Ibu Terdakwa sehingga sakit. 
 Bahwa majelis hakim menilai perkataan Terdakwa 
tersebut tidak lepas dari pembicaraan masalah 
tanah antara Terdakwa dengan Saksi Korban 
Yemba, oleh karena itu Majelis Hakim menilai 
perkataan Terdakwa tersebut hanya 
menyampaikan bahwa dirinya mendapat informasi 
dari seorang dukun yang menyatakan dia memiliki 
tanah dan Ibunya sakit karena tanah tersebut. Di 
dalam perkataan Terdakwa tersebut tidaklah 
menyebutkan ada perbuatan yang dilakukan oleh 
Yemba terhadap Ibu Terdakwa. Dengan demikian 
Terdakwa tidak pernah menyebutkan perbuatan 
mengguna-gunai yang dilakukan oleh Yemba, hal 
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itu merupakan kesimpulan dari Saksi Hj. Hudia 
Alias Mama Surya terhadap perkataan dari 
Terdakwa. Majelis Hakim menilai perkataan 
Terdakwa tersebut tidak menunjukkan ada orang 
yang melakukan perbuatan mengguna-guna, dan 
siapa yang diguna-gunai. Dengan demikian 
perkataan Terdakwa tersebut tidaklah 
mengandung suatu tuduhan terhadap seseorang. 
 Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim 
menilai ada pertentangan antara keterangan Saksi 
Korban Yemba dan Hj. Hudia dengan keterangan 
orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut 
di antaranya adalah Saksi Muntaha, Saksi 
Ramli,dan Saksi Kadir serta Terdakwa. Setelah 
mempelajari secara seksama dan 
memperhatiakan persesuaian keterangan para 
Saksi yang dihubungkan dengan keterangan 
Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan 
kata-kata “Manassa koa iko doti’i indoku sola 
kakakku namate nakua tosando” (benar kau yang 
mengguna-gunai Ibu dan Kakak saya sampai 
meningal menurut dukun) tidaklah terbukti. 
58 
 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut maka unsur dengan sengaja menerang 
kehormatan atau nama baik sesorang dengan 
menuduhkan sesuatu hal tidak terpenuhi. 
 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi oleh 
unsur kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam 
dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim 
tidak akan mempertimbangkan lagi unsur 
selanjutnya. 
Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan 
Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 
dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan 
berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka Majelis 
Hakim menyatakan Terdakwa harus dinyatakan 
dibebaskan dari dakwaan. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 
dibebaskan maka perlu juga diperintahkan untuk 
memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, 
kedudukan, harkat dan martabat seperti sedia kala. Maka 
keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan 




2. Putusan Majelis Hakim 
a. Menyatakan Bunga Wali Binti Mawakka Alias Mama Widi tidak 
terbuki secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. 
b. Membebaskan Terdakwa Bunga Wali Binti Mawakka Alias 
Mama Widi dari dakwaan tersebut. 
c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, 
harkat dan martabat. 
d. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
 
3. Analisis Hukum 
Dalam memutuskan sebuah perkara Majelis Hakim haruslah 
mencerminkan keadilan. Persoalan keadilan dalam hal ini 
biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu bagi para 
pencari keadilan. Sehingga banyak orang salah mengartikan 
bahwa keadilan itu adalah sebuah kemenangan dan kekalahan. 
Namun sebenarnya keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari 
sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu untuk 
memaksimalkan tujuan hukum maka tidak hanya memenuhi 
kepastian hukum tetapi keadilan pun harus terpenuhi. 
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Hakim dalam mengutus perkara terikat pula dengan hukum 
acara, yang mengatur sejak memeriksa sampai memutuskan. 
Kemudian keputusan Hakim haruslah selalu didasarkan pada 
surat pelimpahan perkara yang di dalamnya memuat seluruh 
dakwaan atas kesalahan terdakwa dan tidak boleh terlepas dari 
hasil pembuktiaan selama pemerikasaan dan hasil sidang 
pengadilan. 
Selanjutnya, Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam 
menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak 
jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara 
tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai 
berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa 
sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau 
selesainya satu perkara di pengadilan.  
Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk 
menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, 
seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, 
keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta 
adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan 
saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan 
sebagai alat bukti dalam persidangan. 
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Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, 
keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan 
keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti.  
Sehubungan dengan itu, hakim dalam menjatuhkan pidana itu 
sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah 
dengan keyakinan hakim. Dengan demikian antara alat bukti dan 
keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-
akibat). Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP42 yang 
berbunyi:  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya”.  
 
Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk 
menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal 
yang harus terpenuhi, yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat 
bukti yang sah dan keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang 
tersebut. 
Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas 
dari penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP43 alat bukti yang diakui adalah: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat  
                                                          
42KUHAP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78.   
43Ibid, hlm 79 
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d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa. 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan 
putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg., yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh 
hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta 
yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang 
dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 KUHAP. Dalam 
persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang 
bukti. 
a. Keterangan Saksi 
Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka 
hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian 
tertentu yang ia dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, 
ketahui dan dinyatakan di muka persidangan. Penjelasan ini 
terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP44, yang berbunyi: 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatuperistiwa pidana yang ia dengan dan ia 
alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari 
pengetahuannya itu 
                                                          
44Ibid, hlm 8 
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Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah 
sebagai berikut, Pasal 160 ayat (3) KUHAP45: 
Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib 
mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya 
masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan 
yang sebenarnya dan tidaklain daripada yang sebenarnya 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg., bahwa untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa hakim memeriksa 5 (lima) orang saksi yaitu saksi (1) 
Yemba Bin Baddu Alias Papa Muslimin (saksi korban), saksi 
(2) Hj. Hudia Binti Baddu Lanaca Alias Mama Surya, saksi (3) 
Kadir Bin Saria Alias Papa Indri, saksi (4) Ramli Bin Palaloi 
Alias Papa Ratna, dan saksi (5) Muntaha Bin Mi’ing Alias 
Papa Muhtar dengan disumpah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing. 
Terdapat dua indikator agar keterangan saksi dapat 
dikatakan sebagai alat bukti yang sah. (1) Pertama, 
keterangan dari saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan 
dan kedua (2) keterangan saksi harus dibawah sumpah. 
Mengingat, adanya asas “Unus Testis Nullus Testis” yakni 
satu saksi bukanlah saksi. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 
185 ayat (2) KUHAP46yang berbunyi “Keterangan seorang 
                                                          
45Ibid, hlm 70 
46Ibid,  hlm 79 
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saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” 
Penulis berpendapat bahwa pasal ini cukup untuk 
menentukan bagaimana kedudukan alat bukti keterangan 
saksi dalam perkara ini. Dimana dengan adanya pasal ini, 
menurut penulis keterangan dari saksi (1) Yemba Bin Baddu 
Alias Papa Muslimin (saksi korban), saksi (2) Hj. Hudia Binti 
Baddu Lanaca Alias Mama Surya, saksi (3) Kadir Bin Saria 
Alias Papa Indri, saksi (4) Ramli Bin Palaloi Alias Papa Ratna, 
dan saksi (5) Muntaha Bin Mi’ing Alias Papa Muhtar 
merupakan sebagai satu alat bukti yang sah karenamenurut 
pasal ini, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang 
mengharuskan saksi lebih dari 1 (satu) orang tidak berlaku 
apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Seperti 
yang diketahui bahwa dalam perkara ini pengajuan alat bukti 
oleh penuntut umum bukan hanya keterangan saksi, tetapi 
disertai dengan alat bukti lainnya yakni adanya alat bukti 
keterangan terdakwa. 
b. Keterangan Terdakwa 
Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan 
terdakwa itu dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) 
KUHAP47yaitu “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa 
                                                          
47Ibid, hlm 81 
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nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia 
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” 
Lanjut dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP48, yang berbunyi  
“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. 
Memahami Pasal 189 KUHAP di atas, diketahui bahwa 
keterangan terdakwa itu adalah sama dengan artinya 
pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini 
adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, 
dengan suatu tuduhan atas dirinya mengenai perbuatan dan 
kesalahan yang diucapkan di dalam maupun di luar sidang 
pengadilan. Oleh karena itu, guna menentukan kesalahan 
terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan 
demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat bukti 
apabila keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat 
bukti yang lain seperti keterangan saksi, disamping itu juga 
ada keterangan-keterangan dari pihak si korban yang 
membenarkan tentang pengakuan dari terdakwa. 
Menurut penulis, proses peradilan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 15/Pid/B/2011/PN.Ekg., 
                                                          
48Ibid 
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apabila dikaitkan dengan rumusan penjelasan di atas telah 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 
184 KUHAP. Dimana, selain adanya alat bukti keterangan 
terdakwa, juga ada keterangan saksi dalam proses sidang di 
pengadilan sehingga telah terungkap fakta-fakta hukum yang 
membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana 
penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) 
KUHPidana. 
Bahwa, menurut hukum jika salah satu unsur dari tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, 
maka Terdakwa harus dibebaskan dari tindak pidana yang 
dituduhkan, dan dalam perkara ini, salah satu unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, 
maka sangatlah jelas bahwa tanpa mempertimbangkan unsur 
dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka 
Terdakwa dapat dikatakan bebas dari apa yang telah 
dituntutkan kepadanya. 
Penjatuhan putusan dalam perkara ini juga dengan 
menghadirkan terdakwa, dengan demikian hal ini telah sesuai 
dengan Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP49 yang 
merumuskan sebagai berikut: 
                                                          
49KUHAP, Op.cid., hlm.,83.   
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a. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa 
kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. 
b. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam 
satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya 
terdakwa saja.  
Dalam kasus ini secara umum memang disadari tergolong 
ringan dan pastilah sangat jauh dari efek jerah (deterrent effect). 
Walaupun seperti itu kita tidak boleh memandang sebelah mata 
mengenai Tindak Pidana Penghinaan ini.  
Penulis juga menguraikan tentang lembaga pidana bersyarat 
(voorwaardelijke veroordeling) diatur pada Pasal 14a 
KUHPmerumuskan sebagai berikut:50 
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 
satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana 
kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat 
memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, 
kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang 
menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan 
suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang 
ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena 
                                                          
50Penjelasan pasal 14a, R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm 
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terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat 
khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.51 
4. Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan 
gadai Negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, 
apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika 
ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau 
rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu 
menimbulkan keberatan besar bagi orang yang di pidana 
itu. Untuk melakuan ayat ini maka kejahatan dan 
pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai 
kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan Negara, 
apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal 
menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang 
ditentukan dalam pasal 30, ayat (2).  
5. Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah 
tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan 
yang dijatuhkan.  
6. Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan 
yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan 
pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, 
yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan 
                                                          
51 Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hal. 17. 
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tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika 
sekiranya diadakan syarat itu.  
7. Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut 
dalam ayat pertama itu, diterangkn pula sebab-sebabnya 
atau hal Ihwal yang menjadi alasan putusan itu. 
Dari kata-kata “pidana tidak usaha dijalani” yang terdapat 
dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana tersebut dapat 
diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang 
pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan 
pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 6 
(enam) bulan”, namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut 
tidak dijalani oleh terpidana.  
Kemudian mengenai pertimbangan hakim, ada satu 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang hal 
merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam sebuah putusan, 
yaitu dalam pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan 
terdakwa hanya karena terdakwa berperilaku sopan dan berterus 
terang dalam persidangan, yang menurut penulis dan sebagian 
orang adalah hal yang wajar jika terdakwa berperilaku seperti itu. 
Jadi itu seharusnya tidak menjadi pertimbangan hakim.  
Dari hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa 
pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 
terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dengan teori pemidaan dan 
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telah memenuhi prosedur persidangan sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang yang berlaku. Di sini juga penulis melihat bahwa 
tidak selamanya sanksi tegas dapat menanggulangi terjadinya 
tindak pidana penghinaan karena seberat apapun sanksi yang 






















A. Kesimpulan  
1. Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg sudah tepat. Majelis Hakim dalam perkara 
ini mendakwa Terdakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang 
Tindak Pidana Penghinaan. Berdasarkan proses pemeriksan alat 
bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di 
depan persidangan maka menurut penulis Pasal 310 ayat (1) 
KUHP tentang Penghinaan sudahlah tepat karena penghinaan 
dilakukan di depan umum bukan dengan tulisan tetapi secara 
langsung dan hal ini benar adanya di atur dalam pasal tersebut 
diatas. 
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengutus perkara Nomor 
15/Pid/B/2011/PN.Ekg sudah tepat. Karena dalam hal ini Hakim 
sudah sangat cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-
fakta yang dikemukakan di depan persidangan. Karena salah satu 
unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi  maka 
Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari tindak 
pidana yang di tuduhkan.  Maka menurut penulis keputusan 




B. Saran  
Adapaun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 
1. Dalam hidup bermasyarakat perlu ditanamkan sikap menghargai 
dan menghormati pemikiran satu sama lain agar tercipta 
kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan damai. 
Sehingga tali persaudaraan tetap terjalin sebagaimana mestinya.  
2. Dalam memberikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum haruslah 
cermat dan teliti sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Sehingga tidak ada pihak yang harus dirugikan.  
3. Dalam memutuskan perkara Hakim harus benar-benar 
berpedoman pada ketentuan Undang-undang yang berlaku, 
sehingga kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat 
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